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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, masyarakat yang berprofesi di bidang 

pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 40,64 juta jiwa yang menenmpati angka 29,96%1 

dari total pekerja aktif di Indonesia. Hal ini menandakan mayoritas profesi yang digeluti 

masyarakat Indonesia yaitu petani. Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang 

melimpah dari sudut pandang geografis.  

Lahan subur yang melimpah di Indonesia telah menjadikan negara ini sebagai negara 

yang didominasi agraris, dengan sebagian besar penduduknya mengandalkan pertanian sebagai 

alat penghidupan utama mereka. Kelangsungan pertanian tanah di Indonesia difasilitasi oleh 

kombinasi tanah subur dan iklim tropis. Beras memegang posisi yang menonjol di antara 

komoditas pertanian yang dibudidayakan oleh petani Indonesia, berfungsi sebagai makanan 

pokok yang mendasar dalam masyarakat Indonesia.  

Upaya Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagian besar 

berpusat pada pengelolaan beras yang efektif, yang dianggap sebagai produk pangan paling 

penting di negara ini. Implementasi berbagai intervensi oleh pemerintah di pasar beras 

domestik telah dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik.  

Kebijakan ini telah menyebabkan pembatasan perdagangan internasional, serta 

stabilisasi harga dan promosi produksi. Namun demikian, munculnya perkembangan terakhir, 

termasuk perubahan kebijakan impor, kenaikan harga beras yang substansial, dan kekhawatiran 
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akan kesejahteraan petani dalam negeri, telah mendorong perlunya meninjau kembali 

kebijakan beras yang ada di Indonesia. Pengembangan kebijakan beras yang sesuai sangat 

penting untuk mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan secara berkelanjutan. 

Berdasarkan data yang diberikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), beras 

merupakan komoditas pertanian yang penting di Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia 

menunjukkan keunggulannya sebagai produsen beras terkemuka dunia dengan mencapai hasil 

yang substansial sekitar 50,9 juta metrik ton. Selain itu, beras berfungsi sebagai komponen 

makanan pokok bagi sekitar 90% penduduk Indonesia, yang menegaskan pentingnya beras 

dalam kerangka ketahanan pangan negara. 

Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai program yang bertujuan untuk 

mencapai swasembada produksi beras, dengan tujuan mengurangi impor beras dan 

meningkatkan produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut di atas meliputi pemberian insentif 

dan dukungan kepada petani padi, investasi sistem irigasi, dan promosi penggunaan varietas 

padi unggul. Tujuan utamanya adalah untuk membangun penyediaan beras yang andal dan 

konsisten, sehingga melindungi bangsa dari kekurangan pangan. 

Namun demikian, masih ada kendala yang perlu dibenahi, khususnya dalam mencari 

keseimbangan yang harmonis antara keharusan berdikari dengan pertimbangan kesejahteraan 

produsen pertanian dalam negeri dan konsekuensinya bagi perdagangan global. Kenaikan 

harga beras telah memicu diskusi tentang kemanjuran kebijakan yang ada dan dampaknya 

terhadap keterjangkauan konsumen dan ketahanan pangan di antara orang-orang yang 

terpinggirkan. 

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini secara efektif dan membangun kerangka 

ketahanan pangan yang berkelanjutan, para pembuat kebijakan harus melakukan evaluasi 

komprehensif terhadap kebijakan beras. Ini memerlukan analisis kepentingan petani dan 



konsumen, evaluasi efeknya pada pasar domestik dan internasional, dan memeriksa 

kemungkinan kolaborasi dan perdagangan regional. 

Sehingga bangsa Indonesia dicirikan oleh kekayaan sumber daya alam yang signifikan, 

termasuk dataran yang subur dan iklim tropis. Akibatnya, berkembang menjadi masyarakat 

agraris di mana beras menempati posisi penting sebagai makanan pokok. Pencapaian ketahanan 

pangan yang berkelanjutan bergantung pada pengelolaan beras yang efektif, dimana 

pemerintah menggunakan banyak intervensi yang bertujuan untuk mencapai swasembada dan 

menstabilkan harga beras.  

Namun demikian, kesulitan saat ini berupa kenaikan harga beras dan kekhawatiran 

terhadap kesejahteraan petani asli memerlukan penilaian ulang terhadap peraturan terkait beras 

yang ada. Penetapan kebijakan beras yang sesuai dan berkeadilan sangat penting untuk 

menjamin ketahanan pangan dan mendorong kemajuan pertanian berkelanjutan di Indonesia.2. 

Menurut Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan pangan harus dilakukan 

secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip kedaulatan, kemandirian, 

dan ketahanan pangan. Peraturan Pemerintah (PP) 17/2015 tentang ketahanan pangan 

menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah dan 

kualitas yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau dari tingkat nasional ke 

tingkat individu. 

Dengan kata lain, ketahanan pangan mencerminkan kemampuan untuk secara 

berkelanjutan dan merata memenuhi kebutuhan pangan setiap warga negara, sehingga setiap 

orang memiliki akses ke makanan. Berbagai strategi dan kebijakan digunakan untuk mencapai 
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ketahanan pangan, termasuk yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penyediaan 

makanan kepada seluruh masyarakat3.  

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015–

2020, Indonesia menghadapi tiga masalah utama: ancaman terhadap otoritas negara, 

melemahnya sendi-sendi ekonomi nasional, peningkatan intoleransi, dan krisis kepribadian 

nasional. Salah satu masalah yang paling menonjol dalam melemahnya sendi-sendi ekonomi 

nasional adalah ketergantungan pada industri pangan. 

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, rumah tangga termiskin 

menjadi yang paling terdampak oleh kenaikan harga beras. Ini karena sebagian besar penduduk 

Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan di daerah pedesaan, mengkonsumsi 

beras sebagai makanan pokok. 

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara berkembang lainnya. 

Sebagai contoh, kenaikan tingkat kemiskinan 0,7% di Burkina Faso dikaitkan dengan harga 

beras tinggi, menunjukkan bahwa ketergantungan pada beras sebagai bahan makanan pokok 

dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada masyarakat. 

Dalam rencana pembangunan nasional, tindakan strategis diperlukan untuk mengatasi 

masalah ketergantungan pangan dan menghadapi fluktuasi harga beras. Untuk meningkatkan 

ketahanan pangan secara keseluruhan, RPJMN harus berusaha meningkatkan produksi pangan 

secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor beras, dan mengembangkan 

diversifikasi pangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak kenaikan 

harga beras terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan ekonomi. Menurut 

studi yang dilakukan oleh Sayeed (2018) di Bangladesh, kenaikan harga beras sebesar 10% 
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mengakibatkan penurunan pendapatan riil sebesar 54% untuk 50% populasi terbawah4. Selain 

itu, di Liberia, kenaikan harga pangan sebesar 10% berkontribusi pada peningkatan angka 

kemiskinan sebesar 2,2%. 

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 

2006, ketahanan pangan mencakup empat dimensi penting, yaitu ketersediaan pangan, akses 

pangan, penggunaan pangan, dan stabilitas harga pangan. Keempat indikator tersebut 

mencakup berbagai aspek, antara lain penyediaan pangan, permintaan pangan, distribusi 

pangan, penggunaan pangan, dan upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan. 

Berdasarkan definisi FAO tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan 

menyangkut beberapa aspek penting, yaitu: 

1. Kecukupan ketersediaan pangan: Aspek ini berkaitan dengan ketersediaan dan produksi 

pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. 

2. Keterjangkauan akses pangan: Aspek ini mencakup kemampuan penduduk untuk 

memperoleh dan membeli pangan dengan harga yang terjangkau. 

3. Pemanfaatan pangan: Aspek ini berkaitan dengan bagaimana individu dan keluarga 

memanfaatkan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya. 

4. Stabilitas harga pangan: Aspek ini berkaitan dengan stabilitas harga komoditas pangan 

untuk memitigasi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan di 

masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, pemerintah dan instansi terkait dapat 

merumuskan kebijakan dan program yang komprehensif untuk meningkatkan ketahanan 

pangan di negara-negara yang menghadapi masalah harga pangan dan kemiskinan. Upaya ini 
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diharapkan dapat membantu melindungi masyarakat rentan dan meningkatkan kesejahteraan 

secara keseluruhan..  

Kenaikan harga beras di beberapa negara di Asia Tenggara telah terjadi sebagai dampak 

dari berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, gangguan pasokan dan distribusi akibat 

pandemi COVID-19, serta aksi panic buying oleh konsumen. Contohnya, di Laos dan Thailand, 

harga beras naik sekitar 20% antara Januari dan April 20205, terutama karena gangguan 

pasokan dan distribusi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, aksi panic buying oleh konsumen 

juga berkontribusi pada kenaikan harga beras dan kekurangan pasokan di beberapa negara, 

seperti Australia. 

Untuk memastikan pasokan beras yang aman, Indonesia mengimpor beras setiap tahunnya, 

dengan rata-rata lebih dari 1,2 juta ton beras diimpor setiap tahun antara tahun 1997 dan 2017. 

Perbedaan yang signifikan antara harga beras domestik dan internasional adalah salah satu 

alasan untuk praktik ini. Harga beras di Indonesia biasanya lebih tinggi6 daripada harga beras 

internasional. Ketidakstabilan harga ini terlihat dari semakin besarnya kesenjangan antara 

harga beras Indonesia dan internasional.   

Harga beras di Indonesia meningkat setiap tahun dari 2009 hingga 2018, tetapi sejak 

pertengahan 2013 harga beras secara keseluruhan turun. Ketidakstabilan harga dan kerugian 

bagi konsumen dan petani disebabkan oleh tingginya fluktuasi harga di pasar beras Indonesia, 

terutama di wilayah yang kekurangan beras seperti Kepulauan Maluku dan Papua. Jumlah 

petani yang terlibat dalam semua komoditas pertanian pada tahun 2019 mencapai 34,58 juta, 

dan sekitar 33,4 juta pada tahun 2020, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dengan jumlah 
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penduduk Indonesia yang lebih dari 260 juta orang, menjadi lebih sulit untuk mencapai 

ketahanan pangan. 

Melalui ASEAN Integrated Food Security (AIFS) dan Special Program for Food Security 

(SPA-FS) 2009, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk 

meningkatkan kebijakan ketahanan pangan nasional. Mengembangkan sistem cadangan 

makanan, mendorong perdagangan, menciptakan pasar makanan yang sehat, memperkuat 

koneksi dan integrasi sistem jaringan, dan mengumpulkan informasi tentang harga, distribusi, 

dan logistik adalah semua contoh kerja sama ini. 

Indonesia adalah anggota aktif dari ASEAN Food Security Council dan East Asia 

Emergency Rice Reserves . Selain itu, negara ini membantu membangun Sistem Informasi 

Ketahanan Pangan ASEAN dan mendorong produksi pangan yang berkelanjutan. Indonesia 

berharap untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertanian melalui kerjasama dengan AIFS 

dan SPA-FS 2009. Ini termasuk mendorong investasi pemerintah dalam produksi pangan, 

mendorong penelitian dan pengembangan bioteknologi, dan mendorong kemitraan dengan 

sektor swasta7. 

Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, 

meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga harga beras stabil di dalam negeri. Kerangka 

Ketahanan Pangan Terintegrasi ASEAN (AIFS) telah diratifikasi pada KTT ASEAN ke-32 di 

Singapura pada April 2018, bertujuan untuk mempromosikan tujuan pembangunan 

berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN.  

Kerangka kerja ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, 

termasuk hak atas pangan, keterlibatan aktif masyarakat, kerja sama regional dan internasional, 

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. 
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Tujuan utama AIFS adalah untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan, 

sekaligus mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan inovatif.  

Aspek kunci AIFS meliputi peningkatan produksi pangan melalui pembangunan pertanian 

berkelanjutan, pemanfaatan teknologi modern untuk produktivitas dan produksi pangan 

organik, peningkatan akses pangan melalui distribusi dan perdagangan yang efisien dan merata, 

penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam, konflik dan perubahan iklim, 

peningkatan kualitas pangan dan nilai gizi melalui industri pangan yang sehat dan inovatif, 

serta meningkatkan koordinasi regional untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang 

kompleks.  

Data ketahanan pangan dan gizi di kawasan ASEAN sangat penting untuk menggali 

efektivitas kerangka kerja AIFS dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan ketahanan pangan. 

Berbagai laporan dan kajian oleh ASEAN, FAO dan organisasi internasional lainnya dapat 

memberikan wawasan yang berharga tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam 

meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. 

Pada tahun 2009 hingga 2020, ASEAN mengembangkan dan melaksanakan Kerangka 

Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN (ASEAN Integrated Food Security/AFS) bersama 

dengan dua Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan. Inisiatif-inisiatif ini mencakup 

langkah-langkah untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang dan meningkatkan mata 

pencaharian petani di seluruh negara anggota ASEAN. Menjelang akhir tahun 2020, negara-

negara anggota ASEAN sepakat untuk memperpanjang Kerangka Kerja AIFS dan SPA-FS, 

2015-2020 hingga tahun 2025 untuk melanjutkan kerja sama mereka.  

Kerangka Kerja AIFS dan SPA-FS yang baru, 2021-2025 akan fokus pada upaya untuk 

memastikan ketahanan pangan dan gizi jangka panjang sekaligus menciptakan lingkungan di 

mana negara-negara anggota ASEAN dapat berkolaborasi dalam berbagai aspek yang 



berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan perdagangan pangan. Kerangka kerja baru ini juga 

akan mendorong pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan di antara berbagai pemangku 

kepentingan, mengidentifikasi strategi baru, serta memberikan panduan kepada kelompok dan 

mitra terkait untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi mereka dalam mempromosikan 

ketahanan pangan di ASEAN. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik bahwa, produksi beras pada 2022 untuk konsumsi 

pangan penduduk mengalami kenaikan sebanyak 2,29 % dengan total sebanyak 718,03 ribu 

ton sedangkan produksi beras di tahun 2022 hanya 32,07 juta ton dan pada produksi beras di 

2021 sebesar 31,36 juta ton8.  

Gambar 1. Luas Panen dan Total Produksi Padi di Indonesia 

 

Sumber: Katadata.co.id  

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia menggunakan Bulog untuk memperoleh beras 

dari Vietnam dan Thailand sebagai bagian dari kerangka kerja sama pemerintah-ke-pemerintah 

(G to G) dalam menanggapi kekurangan cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk mengisi 

cadangan beras pemerintah (CBP) pemerintah secara bertahap, Bulog membeli 5.000 ton beras 

dari Vietnam. Hingga Desember 2022, total beras yang diimpor mencapai 200.000 ton. 
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Menurut data, biaya produksi beras Indonesia lebih besar dari Vietnam. Antara awal 

tahun 2014 hingga triwulan kedua tahun 2019, tahun dengan impor beras tertinggi sebesar 2,2 

juta ton adalah tahun 2018. Di Vietnam, harganya mencapai Rp. 1.679 untuk menghasilkan 1 

kg beras, dibandingkan dengan Rp. 4.079 di Indonesia, menunjukkan bahwa biaya produksi 

beras di Indonesia lebih tinggi. 

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam sudah terlaksana selama 60 tahun, 

atas kesadaran kedua belah pihak negara meyakini bahwa dengan menjalin kerja sama perlu 

berkontribusi secara aktif dalam menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan yang dimana 

untuk membangun komitmen 5 antara kedua belah pihak dipengaruhi terhadap kerja sama 

pembangunan berkelanjutan masing-masing negara yang telah ditetapkan oleh founding 

fathers dari masing-masing negara yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh9.  

 

Gambar 2 Impor Beras 2015-2021 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Keterangan: Impor beras ke Indonesia sangat bervariasi antara tahun 2017 dan 2018, 

menurut data. Sementara impor beras meningkat signifikan pada tahun 2018, hampir mencapai 

624%, pada tahun 2017 menurun signifikan pada tahun 2018, mendekati 75%. Variasi tersebut 

menunjukkan bahwa produksi beras lokal di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi 

permintaan beras selama ini. 

Alhasil, untuk mengatasi kelangkaan beras dalam negeri, pemerintah Indonesia beralih 

mengimpor beras dari Vietnam. Keputusan pemerintah mengimpor beras dari Vietnam 

dilakukan sebagai upaya untuk menutupi kekurangan gabah. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

Indonesia, beras impor dipilih secara cermat berdasarkan kualitas dan diberikan dengan harga 

yang bersaing. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan produksi beras 

dalam negeri guna menjamin ketahanan pangan dan menstabilkan pasar beras dalam negeri.  

Demikian, terkait dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan secara 

terperinci, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kebijakan impor beras dengan judul 

“Kerjasama Ketahanan Pangan Indonesia – ASEAN Melalui Kerangka ASEAN 

INTEGRATED FOOD SECURITY Studi Kasus: Kebijakan Impor beras dari Vietnam periode 

2018-2022”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan terdapatnya suatu kebijakan impor beras yang berimplikasi terhadap penurunan 

pendapatan para petani, maka hal itu dapat diasumsikan sebagai ancaman bagi para masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini pun menimbulkan adanya 

aktor yang pro maupun kontra dalam memberlakukan kebijakan impor beras. Sebab 

masyarakat selalu ingin mendapatkan harga pangan yang sangat terjangkau sedangkan petani 

juga ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.  



Alhasil, harga beras Petani di Indonesia cenderung lebih mahal disbanding harga beras 

Internasional10. Beras adalah salah satu komoditas utama yang sangat mempengaruhi inflasi di 

Indoneisa karena berbagai kebijakan mengenai stabilitas harga beras terus dibuat pemerintah 

untuk sama-sama menguntungkan petani dan konsumen seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya.  

Kebijakan perberasan di Indonesia terdapat empat bagian yaitu kebijakan produksi, 

kebijakan harga, kebijakan distribusi dan kebijakan impor. Badan Ketahanan Nasional 

berupaya agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu menjamin setiap masyarakatnya 

mendapatkan keseterdiaan dan aksesibilitas pangan yang memadai. Dalam hal ini, rumusan 

masalah pokok untuk proposal skripsi Hubungan Internasional dengan judul "Analisis Food 

Security Indonesia melalui Kebijakan Impor Beras dari Vietnam 2018-2022" mungkin dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

"Bagaimana pengaruh Indonesia untuk menekan impor beras dari Vietnam Melalui 

Kerangka AIFS?" 

Dengan rumusan masalah pokok ini, peneliti dapat fokus pada analisis implementasi 

kebijakan impor beras dari Vietnam dan dampaknya terhadap food security di Indonesia selama 

periode tersebut. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketahanan pangan 

Indonesia dalam kerangka AIFS pengaruh kebijakan impor beras dari Vietnam terhadap food 

security di Indonesia selama periode 2018-2022. 

                                                             
10 Desi Aryani (2021) “Rice Price Control Instrument in Indonesia: Effective Time Required”  Universitas 

Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia. 



1.3 Batasan Masalah  

Penelitian ini hanya akan membahas tentang kebijakan impor beras dari Vietnam dan 

pengaruhnya terhadap food security di Indonesia serta tinjauan dari ekonomi politik 

internasional, dan tidak akan membahas masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pangan 

dan gizi. 


